BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 18 SERI A

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 371 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI
BANJARNEGARA NOMOR 789 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a bahwa daam rangka menunjang pelaksanaan
otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung
jawab dengan titik berat Kabupaten dan Kota di
Jawa Tengah, Pemerintah Provins Jawa Tengah
telah mengalokasikan Bantuan Keuangan dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Provins Jawa Tengah Tahun Anggaran 2011,
sesuai dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah
Nomor 903/107/2011 tanggal 10 Maret 2011
tentang Bantuan Keuangan Kepada
Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Provins Jawa
Tengah Tahun Anggaran 2011,



Mengingat

1.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
tersebut huruf a diatas, maka Peraturan Bupati
Banjarnegara Nomor 789 Tahun 2010 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran
2011 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun 2010 Nomor 41 Seri A) ) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan  Bupati
Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 6 Seri A) perlu
diubah;

bahwa untuk maksud tersebut di atas perlu diatur
dengan Peraturan Bupati;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang
Pgak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12
Tahun 1985 tentang Pgjak Bumi dan Bangunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3569);
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas
dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);



Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang
Pembentukan  Peraturan  Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



0.

10.

11.

12.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pgjak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950
tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;



13.

14.

15.

16.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun
2004 tentang Kedudukan Protokoler dan
Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005
tentang Standar Akuntansi  Pemerintahan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4503);

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005
tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4574);



17.

18.

19.

20.

21.

22.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005
tentang Hibah Kepada daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4577);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Pelayanan Minima (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
165, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4593);



23.

24,

25.

26.

27.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006
tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi
Pemerintah  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4614);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Rl Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007
tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
89, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengel olaan K euangan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37
Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2011;



Menetapkan

28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008
Nomor 7 Seri A);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara

Nomor 18 Tahun 2010 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2010
Nomor 18 Seri A)

30. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 789 Tahun

2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
Tahun Anggaran 2011 (Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun 2010 Nomor 41 Seri A)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2011
tentang Perubahan Penjabaran  Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Berita
Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011
Nomor 6 Seri A);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
TENTANG PERUBAHAN  KEDUA  ATAS
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 789 TAHUN 2010 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2011.



Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun
Anggaran 2011 berjumlah Rp. 1.026.629.717.000,00 perincian sebagai
berikut :

1. Pendapatan :

a Semula : Rp. 984.557.160.000,00

b. Bertambah :Rp. 1.180.000.000,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan  Rp. 985.737.160.000,00

2. Belanja :

a Semula : Rp.1.025.449.717.000,00

b. Bertambah : Rp. 1.180.000.000,00

Jumlah Belanja setelah Perubahan Rp.1.026.629.717.000,00
Surplug/(Defisit) setelah Perubahan Rp.( 40.892.557.000,00)

3. Pembiayaan :
a. Penerimaan
1) Semula . Rp 46.446.800.000,00
2) Bertambah . Rp. -
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 46.446.800.000,00
b. Pengeluaran
1) Semula : Rp  5.194.000.000,00
2) Bertambah . Rp.

Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp  5.194.000.000,00
Jumlah Pembayaran netto setelah Perubahan Rp. 41.252.800.000,00

Sisalebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan :
Rp. 360.243.000,00




Pasal 2

Ringkasan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran | Peraturan
Bupati ini yang berupa Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Rincian Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran |l Peraturan Bupati ini
yang berupa Rincian Belanja Kegiatan Penanganan sarana dan prasarana
pengairan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.
Pasal 4
Pelaksanaan penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja
perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku padatanggal diundangkan.
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Agar setigp orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
padatanggal 24-05-2011
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
DJA SRI

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 25-05-2011
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2011
NOMOR 18 SERI A

Salinan sesuai dengan adinya
Sekretaris Daerah,

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 19810 1 001
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